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[bookmark: _Toc230017844]A. Latar Belakang 
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan ejawantah paling murni dari pilar sistem tata pemerintahan demokrasi modern. Pemilu berfungsi secara konstitusional sebagai sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya dalam melahirkan legitimasi sosiologis dan yuridis kepemimpinan politik, baik pada ranah lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Di dalam tatanan hukum positif Indonesia, komitmen fundamental terhadap penyelenggaraan pemilu ditegaskan secara eksplisit pada Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal tersebut menggariskan bahwa pemilihan umum wajib diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) setiap lima tahun sekali. Penyebutan asas "jujur dan adil" tidak sekadar dipandang sebagai ornamen normatif-tekstual semata, melainkan sebuah prasyarat keabsahan mutlak (conditio sine qua non). Jika aspek kejujuran dan keadilan ini dicederai, maka produk politik hasil pemilu akan kehilangan sandaran moral dan keabsahannya. Imbasnya, dapat memicu krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara serta meruntuhkan sendi-sendi keadilan dalam suatu negara hukum.
Guna mengoperasionalkan nilai-nilai luhur konstitusi tersebut ke dalam tataran praktis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibentuk sebagai payung regulasi nasional guna membangun ekosistem penyelenggaraan pemilu yang independen, mandiri, dan steril dari intervensi politik transaksional. Dalam arsitektur kelembagaan pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengemban tugas sebagai motor penggerak utama struktural yang ditopang oleh jajaran perangkat ad hoc di tingkat bawah. Pada level distrik, amanat teknis pelaksanaan tahapan pemilu diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Badan ad hoc PPK memegang posisi strategis sekaligus rawan, karena bertindak sebagai pintu gerbang pertama akumulasi suara pasca-rekapitulasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). 
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Otoritas yuridis yang melekat pada personal PPK mencakup wewenang melakukan pemindahan data numerik perolehan suara dari formulir C-Hasil tingkat TPS ke dalam draf rekapitulasi komparatif berbentuk formulir D-Hasil tingkat kecamatan.
Kendati dibekali dengan instrumen hukum dan fasilitas kedinasan yang memadai, realitas empiris di lapangan kerap memperlihatkan jurang pemisah yang lebar antara norma perilaku ideal dan praktik faktual. Fenomena patologi birokrasi pemilu membuktikan bahwa besarnya kekuasaan administratif yang dimiliki oleh jajaran PPK rentan disalahgunakan demi keuntungan pragmatis. Letak geografis dan kedudukan fungsional PPK menjadikannya sasaran empuk intervensi dari kontestan pemilu yang berburu insentif elektoral melalui jalur ilegal. Alih-alih tegak lurus menjadi pelindung keaslian suara rakyat, oknum penyelenggara pemilu tidak jarang bergeser peran menjadi pelaku utama atau aktor penggerak dalam lingkaran kejahatan pemilu kedinasan. 
Salah satu jenis kejahatan kedinasan yang paling mencederai integritas hasil pemilu adalah memanipulasi, menggeser, mengeliminasi, ataupun menggelembungkan angka perolehan suara demi mendongkrak perolehan suara partai politik atau calon legislatif tertentu.
    Penyalahgunaan wewenang secara masif ini terekam jelas dalam perkara tindak pidana pemilu legislatif tahun 2024 yang terjadi di wilayah hukum Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Tindakan melanggar hukum ini menyeret 3 (tiga) komisioner aktif badan ad hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Timur, yakni MRR, ASBH, dan JM. Berdasarkan hasil penyidikan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kota Medan, ketiga terdakwa terbukti secara sadar melanggar tugas pokok dan fungsinya dengan menggeser saku suara partai politik lain untuk ditumpuk ke dalam saku perolehan suara milik calon legislatif tertentu secara tidak sah pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan sedang berjalan.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM YANG DILAKUKAN PANITTIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)".

B. [bookmark: _Toc230017845]Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pemilihan umum yang dilakukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) Medan Timur?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan No.1/Pid.S/2024/PN Mdn?
3. Apa kendala dan hambatan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam pemilihan umum legeslatif?
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1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas mengenai kronologi kejadian serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terkait tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Untuk menganalisis dan memahami ketentuan pasal-pasal hukum yang dilanggar serta penerapannya dalam perkara tersebut, termasuk aspek hukum acara dan pertanggungjawaban pidana.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dan isi vonis yang dijatuhkan dalam putusan tersebut.
4. Untuk menganalisis kendala kendala apa saja yang di hadapi Panitia Pemilihan Kecamatan sehingga para terdakwa bisa melakukan tindakan yang dilarang.
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1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara dan hukum pidana, khususnya mengenai hukum pemilu.
2. Menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah serupa.
3. Bagi Penyelenggara Pemilu: Sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran agar lebih menjunjung tinggi integritas.
4. Bagi Masyarakat: Menambah wawasan mengenai sanksi hukum atas pelanggaran pemilu.
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